WALI KOTA BALIKPAPAN
~ PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

'NOMOR 33 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENT UKAN SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SENTRA INDUSTRI KECIL

Menimbang ¥

Mengingat  :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BALIKPAPAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pasal 5 ayat (2)
‘Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan
Pasal 26 ayat (2) tentang Susunan Organisasi, Uraian
Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil,

" Menengah dan Perindustrian perlu menetapkan Peraturan
- Wali Kota tentang Pembentukan, Susunan Organisasi,

~Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah
Sentra Industri Kecil;

1.' Pasal 18 ayat (6) Undang—Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I  di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
“Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

~ Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

_ sebagaimana telah diubah beberapa kali  terakhir
“dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

" tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor - 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);




5 ‘Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun

- 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan K1a81f1kas1“,~ o
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daeraha; o

(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 451);

6.  Peraturan Daerah Kota Bahkpapan Nomor 2 Tahun S
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat |
~ Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahunfg T
2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota,}.;. Ly

,Ballkpapan Nomor 26);

7 Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2016 tentang‘: L

- Susunan Orgamsa& Uraian Tugas dan Fungsi Dinas

Koperasi, = Usaha ~ Mikro, Kecil,  Menengah dan}.,.v‘ : -‘L
- Perindustrian (Benta Daerah Kota Bahkpapan Tahun   ‘  S

. 2016 Nomor 36);

MEMUTUSKAN

o Menetapkan . PERATURAN WALl KOTA TENTANG PEMBENTUKAN,

~ SUSUNAN ORGANISASI URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT
: PELAKSANA TEKNIS DAERAH SENTRA INDUSTRI KECIL ‘

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam Peraturan Wallkota ini yang dlmaksud dengan:
o },11. Daerah adalah Kota Balikpapan.

2. Walikota adalah Walikota Balikpapan. . e
3. Dinas Kopera81 Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Permdustrlan yang
- selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha M1kro, Kecﬂ s
. Menengah dan Perindustrian Kota Balikpapan.

4 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kopera81 Usaha MlkI‘O, Kecﬂ’

~ Menengah dan Perindustrian Kota Balikpapan. b
. 5. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mlkro Kecﬂ
. Menengah dan Perindustrian Kota Balikpapan.

6 Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya dlsmgkat UPTD adalah"‘,' W

- unsur yang melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dan/atau
. kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja tertentu. -

7 UPTD Sentra Industri Kecil yang selanjutnya disingkat UPTD SIK adélah

' unsur yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasmnal dan/ atau
keglatan tekms penunjang tertentu yang berada di bawah Dinas.

g ‘8. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Tekms Daerah Sentra Industri &

~ Kecil Somber ’

o 9 Kelompok Jabatan Fungsmnal adalah pemegang Jabatan fungsmnal yang o

e ‘tugasnya didasarkan pada keahhan dan atau keterampllan tertentu sesual g
o i 'j:lkebutuhan Daerah. S ~

. BABI
PEMBENTUKAN - "
,, : o Pasa12 T
‘ ‘(1) Dengan Peraturan Wahkota ini d1bentuk UPTD SIK




(2) UPTD SIK sebagalmana dimaksud ayat (1) merupakan UPTD dengan '
- Klasifikasi A.

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

- UPTD SIK sebagalmana dimaksud dalam Pasal 2 d1p1mp1n oleh seorang Kepala
UPTD yang secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris dan
~secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
‘Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Teknologi dan Sumber Daya Industri.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

' ' ' Pasal 4
(1) Susunan Organisasi UPTD SIK terdiri atas:

a. - Kepala UPTD;

b. Subbagian Tata Usaha; dan

‘ c. . Kelompok Jabatan Fungsional.

1(2) Untuk menunjang operasional UPTD dibentuk sub unit, yang terd1r1 atas
a. Sub Unit Produksi Wilayah Somber;

b. Sub Unit Instalasi Pengelolaan Air Bersih dan Instala31 Pengelolaan Air
. Limbah Wilayah Somber;
c. Sub Unit Produksi Wilayah Teritip; dan
~d. Sub Unit Insta1a31 Pengelolaan Limbah Cair dan lebah Padat Wilayah
Teritip. ,

(3) Sub Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) d1p1mp1n oleh seorang
koordinator yang merupakan jabatan Non Struktural dan bertanggung
jawab kepada Kepala UPTD.

(4) Bagan Struktur UPTD SIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
- dalam Lamplran yang merupakan bagian tidak terplsahkan dan Peraturan
Wali Kota ini. .

BABV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
- Umum
Pasal 5

'UP’I‘D SIK mempunya1 tugas melaksanakan | sebaglan keglatan tekms
~opera31onal dan /atau keglatan teknis Dinas di bidang Industri Kecil.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 5 UPTD SIK

menyelenggarakan fung31

‘a. penyusunan rencana, program keglatan dan pengembangan tekms

~ operasional UPTD;

b. pengelolaan dan pelaksanaan pemanfaatan fisik bangunan rumah produk31
dan fasilitas penunjang di SIK yang mencakup pemanfaatan ruang dan
bangunan, termasuk pemeliharaan, perawatan serta penmgkatan kualltas
prasarana, sarana dan utilitas;




.vf:pelaksanaan pendampmgan terhadap proses 1ndustr1 pengrajln 1ndustr1~r‘

tahu tempe dan industri kecil lainnya;

.'7pelaksanaan pengawasan dan pengendallan pengelolaan SIK S
pelaksanaan pengelolaan, pengawasan dan pengendahan teknis - atas e
i kebers1han ketertlban keamanan dan pengelolaan air 11mbah dan air ber31h 1
- di SIK; : o
: »pelaksanaan pengelolaan admlnlstra31 retr1bu81 pemakalan kekayaan e
daerah sesuai kewenangannya; dan ' o
.'}melaksanakan ‘tugas lainnya yang dlberlkan oleh plmpman/atasan sesuai ,

L 'tugas dan fungsmya serta tanggung jawab kewenangannya

‘Bagian Kedua,
Kepala UPTD
~ Pasal 7

N Kepala UPTD sebageumana d1maksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertugas
. menyelenggarakan tugas dan fungsi sebageumana dlmaksud dalam Pasal 5 R
. ‘danPasal 6; g HE : :

. b. mengoordma&kan dan melakukan pengendahan 1nternal terhadap unlt',ﬁ
grtey kerJa di bawahnya dan - o S e Chp ek

;'melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dlnas sesua1 dengan S

tugas dan fugs1 serta tanggung jawab kewenangannya

; Bagian Ketiga : .
Subbagian Tata Usaha
S ' Pasal8 , |
i‘Subbaglan Tata Usaha sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 4 ayat (1)‘ '

“huruf b, bertugas melakukan pengumpulan dan penylapan bahan;;

A perencanaan - program, keuangan, ketatausahaan, rumah  tangga,

perlengkapan, kepegawalan dan kehumasan serta pengelolaan barang‘

" milik daerah.

g Subbaglan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: -
~a. penyiapan bahan penyusunan program kegiatan UP’I‘D SIK ,
~b. pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan} i

o r.v__b

Dalam melaksanakan tugas sebagannana dlmaksud pada ayat (1),'

~ peralatan serta kebersihan dan keamanan kantor
- pelaksanaan ketatausahaan UPTD; T
. pengelolaan pusat layanan informasi UPTD;

pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan; R A
pelaksanaan  penatausahaan pemungutan- retribusi pemakaian :
~ kekayaan daerah sesuai kewenangannya; dan. B

-} g pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh plmplnan/ atasan sesua1 |

“dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.

'fSubbaglan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh |
- seorang kepala, yang dalam melaksanakan tugasnya berada d1 bawah dan :
Tl bertanggung Jawab kepada Kepala UPTD. T e S




Baglan Keempat
Kelompok Jabatan Fungsmnal

e T N Pasal 9 3 L -
fKelompok Jabatan Fungsmnal sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
~ huruf ¢ mempunyal tugas melaksanakan sebaglan tugas dan fungs1 UPTD

/:,f'”scsua,l dengan keahhan dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandlrl b

DL L e o  Pasal 10 Ll
(1);‘:Kelompok Jabatan Fungsmnal sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 9'
- terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsmnal yang terbag1
- dalam berbagal kelompok sesuai dengan bldangnya '

G Y-,T(QQ)V‘:'Kelompok Jabatan Fungs1ona1 sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)2 -
- dipimpin oleh: seorang tenaga fungsional senior sebaga1 ketua kelompok
i dan bertanggung Jawab kepada Kepala UPTD. R e :

- (3)Jumlah Jabatan Fungsmnal sebagaimana dlmaksud pada ayat  (‘1) -
. d1tentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. A

i _"')',‘-'(4)‘;:Jenls dan JenJang Jabatan Fungsmnal sebagaimana. d1maksud pada ayat ':L |
v (1) dlatur sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang undangan '

: Baglan Kehma ‘ i : :
Sub Un1t Produk31 Wllayah Somber ' S
Pasal 11 L

s ;: ~ V, Sub Un1t Produk31 Wllayah Somber sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 4 ayat
R ) ‘huruf a, ‘bertugas melaksanakan kegiatan operasmnal pengelolaan umt '
S produk31 d1 Wﬂayah Somber g : :

P L o ‘  Pasal 12 ' :

S fDalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 11 Sub

- Unit Produksi Wilayah Somber menyelenggarakan fungsi: =~ %

 a. pelaksanaan arahan teknis dan manajemen dalam bidang operasmnal danﬂ -
~~ pemeliharaan dari sarana dan prasarana pemrosesan industri; =

. b. penyusunan jadwal kerja kegiatan operasional pemrosesan industri; o
- c. pengidentifikasian, penginventarisasian dan pengevaluasian permasalahan b

. yang. dlhadapl pelaku usaha industri serta membuat alternatlf usulan‘; 1o

i tindak lanjut;

d. pember1an petunjuk teknis dan arahan kepada pelaku usaha 1ndustr1

e  mengenai produk31 bersih, hygienis dan berkualitas; - ,
' e. penyusunan/penyiapan program perbaikan dan pemehharaan peralatan o
- sarana prasarana rumah produksi dan fasilitas penunjang; ' ~ 5

e ~‘seluruh kegiatan produksi; dan

f _penyusunan pelaporan harian, mingguan, bulanan dan tahunan darl o e

‘ "“"g;jf‘pelaksanaan ‘tugas lainnya yang diberikan oleh plmplnan/atasan sesual"_ e

- dengan tugas dan fungs1 serta tanggung Jawab kewenangannya
S , ‘ Baglan Keenam : .

" Sub Un1t Insta1a31 Pengelolaan AlI‘ Bersm dan Insta1a31 Pengelolaan A1r lebah ;
- ey . Wﬂayah Somber -  F R




Pasa.l 13

- 'Sub Umt Instalas1 Pengelolaan Air Bersih dan Instalasi Pengelolaan Air lebah“'v' S

g Wﬂayah Somber 'sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, k
~© bertugas ‘melaksanakan kegiatan operasional pengelolaan air bers1h dan a1r '
hmbah d1 Wllayah Somber o e ; : o

‘Pasal 14

o Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dlmaskud dalam Pasal 13 Sub : :

 -Unit Instalasi- Pengelolaan Air Bersih dan Instala51 Pengelolaan A1r lebah e

h ) Wilayah Somber menyelenggarakan fungs1 ,
S as pelaksanaan arahan teknis dan manajemen dalam keglatan operasmnal dan .

“pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah;

o f‘rl").“pelaksanaan penanganan limbah dari Instalasi Pengelolaan Air Limbah;

~c. penyusunan Jadwal keg1atan yang berkaitan dengan pengelolaan Air Bers1h o
- ‘dan Air Limbah; '

d ’peng1dent1f1kaSIan penglnventarlsas1an dan pengevalua31an permasalahan" |

- Pengelolaan Air Bersih maupun Air Limbah serta membuat alternat1f usulan
. tindak lanjut; ' ‘

o ﬂ;é.f,penyusunan/ penylapan program perbalkan dan pemehharaan sarana‘ 5

. prasarana pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah,; o
f. penyusunan laporan harian, mingguan, bulanan dan tahunan dar1 seluruh‘ ;
- kegiatan pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah, serta hasil pemantauan 4

o - pencemaran lingkungan, pemeriksaan dengan Laboratorium; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh - pimpinan/atasan sesua1 :

s dengan tugas dan fung81 serta tanggung Jawab kewenangannya G

G Baglan Ketujuh

Sub Unit Produksi Wllayah Ter1t1p
~ Pasal 15

',Sub Unit. Produk31 Wﬂayah Teritlp sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 4 ayat o :
~(2) huruf c, bertugas melaksanakan keglatan operasmnal pengelolaan umt;f

c produk31 d1 Wllayah Terltlp

Pasal 16

L ,},Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 15 Sub‘f

~Unit Produksi Wilayah Teritip menyelenggarakan fungsi:

a ‘pelaksanaan arahan teknis dan manajemen dalam bidang operasmnal dan o
. pemeliharaan dari sarana dan prasarana pemrosesan industri; - S
.~ b. penyusunan jadwal kerja kegiatan operasional pemrosesan industri; - S
~ . c. pengidentifikasian, penginventarisasian dan pengevaluasian permasalahan o1

~ yang dihadapi pelaku usaha industri serta membuat alternauf usulan' :
© . tindak lanjut;

‘,“':-};’f'?d‘.fpemberlan petunJuk tekms dan arahan kepada pelaku usaha 1ndustr1ff v

~ mengenai produksi bersih, hygienis dan berkualitas;

e penyusunan/penyiapan program perbaikan dan pemehharaan peralatan |
. sarana prasarana rumah produksi dan fasilitas penunjang; i !
- f penyusunan laporan harlan, mmgguan bulanan dan tahunan daﬂ seluruh

i kegiatan produksi;

v‘k;;g.*peléksanaan pemantauan pencemaran 11ngkungan untuk kemudlan

- dilakukan pemeriksaan dengan laboratorlum dllakukan sebanyak 2 (dua)
~* kali dalam 1 (satu) tahun; dan '

~h. pelaksanaan ‘tugas lainnya yang d1ber1kan oleh p1mp1nan/atasan sesuai_

o dengan tugas dan fungs1 serta tanggung jawab kewenangannya




‘ ' Baglan Kedelapan : e
Sub Un1t Instalas1 Pengelolaan Limbah Cair dan lebah Padat
‘ e Wllayah Ter1t1p : o

~ Pasal 17 '

L j{Sub Unit Instala31 Pengelolaan Limbah Cair dan Limbah Padat Wllayah Ter1t1p i
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, bertugas |

“melaksanakan kegiatan operasional pengelolaan lebah Ca1r dan lebah ge
~\af‘,Padat d1 Wllayah Ter1t1p Sl i

Pasal 18

- Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 17 Subk. Lo

. Unit Instalas1 Pengelolaan Limbah Cair dan L1mbah Padat menyelenggarakan S
- fungsi:: ,
_*]a pelaksanaan arahan tekms dan manajemen dalam keglatan operasmnal dan |

- pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan hmbah calr sertag' Ry

. penanganan limbah padat/ sampah; : ,
o ‘b penyusunan jadwal kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan lebah

| c pengidentifikasian, pengmventansasmn dan pengevalua31an permasalahanf
~ pengelolaan limbah cair maupun hmbah padat serta membuat alternatlf 0

- usulan tindak lanjut; .
~ood. penyusunan/peny1apan program perbaukan dan pemehharaan sarana;»

- prasarana pengelolaan limbah cair dan limbah padat/sampah; e
. e.penyusunan laporan harian, mingguan, bulanan dan tahunan dari seluruh_" i
~+ - kegiatan pengelolaan hmbah cair dan limbah padat/sampah serta  hasil |
. pemantauan pencemaran lingkungan, untuk pemeriksaan dengan |

- Laboratorium dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
L pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh plmplnan/ atasan sesual'

oo . fdengan tugas dan fungsi serta tanggung Jawab kewenangannya

~ BABVI
" TATA KERJA
Pasal 19

Ll 5(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPTD Kepala Subbaglanj‘:
- Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip |
koordmam 1ntegra31 sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam: 11ngkungan N

 masing-masing maupun antar satuan unit organ1sa31 lamnya sesuai dengan =
‘tugas dan fungsinya masing-masing.

- ,~,_ (2) Kepala UPTD wajib bertanggung jawab memlmpm dan mengoordmamkan NEe T

- bawahannya masing-masing serta memberlkan blmblngan dan petunJuk ol
bagi pelaksanaan tugas bawahannya. - :

. ; 1 _‘}4_(3) Kepala UPTD wajib meng1kut1 dan mematuh1 petunjuk dan bertanggung o

~ jawab pada atasannya masmg—masmg serta menyampaikan laporan berkala ;' T

- tepat waktu. L
: ~(4) Kepala Dinas sebagal Koordmator UPTD Wajlb melaksanakan pengawasan -
: melekat : : I

 Pasal 20

: *’kapablla Kepala UPI‘D berhalangan maka Kepala Subbaglan Tata. Usaha secara ,': S

e ~struktural dapat melaksanakan tugas Kepala UPTD sesuai dengan Daftar Urut 7 S

L Kepangkatan o




Pasal21

,.]Atas dasar pertlmbangan daya guna dan hasil guna, masmg—masmg peJ abatf Sl

> ‘dalam lingkungan UPTD dapat mendelegas1kan kewenangan- kewenangan s

o ,f,tertentu kepada pejabat setlngkat dlbawahnya

BAB VII
~ ESELON

 Pasal 22

. ,5“_‘:(1) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IVa atau Jabatan“ e

pengawas

(2) Kepala Subbaglan Tata Usaha merupakan Jabatan struktural eselon IV b",‘ e

~atau Jabatan pengawas ‘

o | BAB VIII |
. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

' : iy ~ Pasal 23 o ‘ ' e
S ?Kepala UPTD dan Kepala Subbaglan Tata Usaha dlangkat dan d1berhent1kan A

e ﬁ‘i‘: sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

| " BABIX S
KETENTUAN PERALIHAN

: T o R Pasal 24 -
Pada saat Peraturan Wah Kota ini mulai berlaku: : ~ : 4
a UPI‘ Pengelolaan Sentra Industri Kecil Somber yang melaksanakan sebaglan' '
- ‘tugas Dinas sebagalmana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun -

2014 tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Unit

Pengelolaan- Tekms Pengelolaan Sentra Industri. Kecil Somber pada Dinas

f:.Permdustrlan Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan, yang terbentuk -

~ dengan- susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Wali Kota ini

,l_i,;dlundangkan tetap melaksanakan tugasnya berada di ‘bawah dan A

: j«bertanggung Jawab kepada Dinas sampai dllantlknya pejabat yang baru. -

= berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

¢ ~b. pejabat UPT Pengelolaan Sentra Industri Kecil Somber yang menduduklﬂ; |
~jabatan pada saat berlakunya Peraturan Wah Kota ini, tetap melaksanakan -

2 Qtugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan it '

ketentuan dalam Peraturan Wahkota ini.

o 'BABX. S
'KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

S ?",Pada saat Peraturan Wah Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wah Kota Nomor 39 B
. Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas |
' Unit Pengelolaan Teknis Pengelolaan Sentra Industri Kecil Somber pada Dinas | .

- Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Bahkpapan (Berita. Daerah Kota

L Ballkpapan Tahun 20 14 Nomor 39) dlcabut dan dmyatakan tldak berlaku v




‘ e SRR o Pasal 26 ,
- Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

‘ ‘Aga‘r ' setiép dréng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ‘Peraturar_i
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan

pada tanggal 24 September 2018

WALI KOTA BALIKPAPAN, '
ttd

M. RIZAL EFF ENDIv
- Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 25 September 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
Cttd | | |
SAYID MN FADLI
 BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2018 NOMOR 33

Salinanjsesuai dehgan asiinya
- KEPALA BAGIAN HUKUM,

NIP.19610806 199003 1 004




LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 33 TAHUN 2018 -
TENTANG |

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT
PELAKSANA -~ TEKNIS  DAERAH
SENTRA INDUSTRI KECIL :
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